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PERATuRAN DAERAH PROVINSI NusA TENOtGARA TIMuR

NOMoR 6 TAHUN 2011

TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TuHAN YANG MAHA ESA

GUBERIUR NUSA TENGGARA TIMuR,

Menimbang :     a .

Mengingat

bahrva dalam upaya memacLl penSrslsnggaraan
pernerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan ]<epada rna-sya.rakat di daerah yang semakin
meningkat clan untuk menunjang usaha_usaha
pemer:in.tah rlalam mernaj trkan kesej ahteraan rnasyaralcat
denga.n m.emperhatikan kemampr.ran clan peran serta
masyarakat di daerah, maka claerah cl,ittrntut untuk
mernanfaatkan segala potensi pendapata.n Daerah yang
ada sesuai kewenangan yang dimi.li).<i;

bahrn'a sumbangan pilrak ketiga merupakan salah satu
bentuk sumber perrerinraan claerah yang perlu
dimanfaathan poten sinya;

bahu'a berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dirnaksud dalerm huruf a cla. huruf b, perru rnembentuk
Peraturan Daerah .tentang Sumbangan pihak Ketiga
Kepada Daerah;

: 1. undang-undang Nornor G4 . Tahun 19sg tentang
Pembentuka, Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

. Tenggara Barart dan Nusa Tehggara Timur (Lernbaran
Negara Republik Inclonesia Tahun 19sg Nomor 1ls,
Tambahan Lembaran Negara Reptrblik Indonesia NomorI
L6a\; /

L

b.

C.

`~

iヽ

     ・・
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2. Undang-Undang Nomor [J Tahun 1981 tentang Hukum
Acara- Pidan.a (Lembaran Negara Republ.ik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, 'Iampahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 32O9);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4

Perbenda-haraan Nelara (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

tentang

Republik

Lembaran

Undang-Undang Nomor 32 Ta.hun 2OO+ tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 125, Tambahan Lembararr

Negala Repubiik Indoriesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Unda.ng Nomor 12 "llahun 2OO8 tentang perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Norr.ror 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahr:n 2O0B Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Unda;rg Nomor 33 Ta.hun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuanga.n An.tara Pemerintah Pusat dan

' Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang-\
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Repu.blik Indonesia Tahun 2O]rl
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peratul:an Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, 'I'ambahan

Lembaran Negara Repr.lblik Incionesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ I(ota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Ind.on.esia Nortor a7371; /
/
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g- Peraturan \denteri Dalam Negeri Irlomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman PengeLolaan I(er-rangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali teraktrir dengan .

Peraturan Menteri Da:.lam Negeri Nomor 21 Tahun 2011"

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahr-rn 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

10。 peratural Daerah Provinsi Nusa Tenggara Tim'ur Nomor

3 Tahun 2oo1 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

200i Nomor 091 Seri D Nomor 091);

peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor

2 Tahun 2OO8 ter:.tang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tatrun 2008 Nomor 0O2 Seri A,

Taynbahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Nomor O012);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timrrr Nomor

,10 Tahun 20oB tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah

provinsi Nusa Tenggar:a- Timr-rr Tahun 2008 Nomor ol"0

seri D Nomor 003, Tambahal Lembaran Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur Nomor 0019);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERVJ-1日 猥IR― A_T DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan

GUBERNUR ⅣUSA TENGGARA TIMUR
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Pasal l         '

0′
   Dalam Pcratllran Daerah ini yang dimaksud dengan:

り   1. Daerah adalah Pro宙 nsi Nusa Ten.● gcTa Timur.

2. Pemc五 n惚直 Dacrah adalah Pcmerintah Provinsi NuSa Tenggara Timllr.

,  3. Gube■■lur adalah Gtlbernur Nusa Tenggara Tinur.

4. Dcwan Pen′ alcilan Rakyat Daerah yalllg selaniutl■ ya disebut DPRD adalah

'      Dewan Pcwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Sumbangan adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada daerah secara

ikhlas/ sukarela, yarg ticlak mengikat perolehannya oleh pihak lcetiga baik

berupa uang atau yang disa:nakan dengan uang malrpun barang baik yang

bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak bertentangan dengan

peraturran Perundang-undangan -

pihak Ketiga adilah setiap orang atau badar yang berdomisili dimana saja

tanpa membedal<an kewargan egaraar, atau asal usul.

Badan adalah selo::rrpulan orang dan/ atau modal yang merupa-kan kesatualt,

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroa-n terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan

usaha mifik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan

na:rra clan dala-m bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial

politik, atam organisasi laiunya, lembaga dan bentr-rk badan lainnya termasuk

kontrak investasi kolektif dan benhrk usaha tetap.

Anggaran Pendapatan dan. Belanja Daerah ya.ng selanjutnya disingkat APBD

aclalaJl rencana keuangal tahunan pemerintah daerah yang dibahas d.al

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dal DPRD dal ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Satuar Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya clisingkat SKPD adalah

satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan

pendapatan daerah dan atau keuangan daerah.

10. Penc血aan lain-lain adalah scluruh Pendapatan Daerah di ltlar Paiak Daerah

dan Retribusi Daerah. ,
11. Kas Daerah adalal. Kas Pemerinta-tr Pr:ovin si Nusa Ten.ggera Timur. /I

BAB I

XETENTUAN UMUM
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BAB II

PRINSIP UMUM

Pasa1 2        ,

Sumbangan pihak ketiga kepada Daerah menganut panslp sebagai berikut:

a` bersifat sukarela,ikl■ las dan tidak menglkat;

b. sederhana dan transparan;                   ヽ

c. tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidcnk langsung;

d. tidak bertel■ tangan dengan peraturan perulldang一 undangan;

e tidak mengrangi kewttiballt penyumb叡 ■g kepada Negara maupun Daerah;

f. hasil Sumbangan dimanfaatkal unhrk pembiayaan pembangr:nan Daera-h.

' Pasal 3

(1) Daerah dapat menerima Srrmbalgan dari Pihak ketiga

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dapat berupa uang, yang

disamakan dengan uang dan/ atau berbentuk barang.

BAB III

MEXAMSME PENERIMAAN SUMBANGAN P‐ AII XETIGA

Bagiaa Kesatu

Ulm'um

Pasal 4

Flasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

yang berber-rhrk barang baik barang bergerak ataupun baralg tidak bergerak

diterima oleh sKPD atas nama Gubernur dengan suatu berita acara sera-h

terirna dan setanjutnya menjadi kekayaal daerah.

Gubernrrr menunjuk SKPD untuk melaksanakan pengelolaan penerimaal

sumbangan piirak ketiga.
(2)

Pasal 5

Pemberian sumbangan oieh pihak ketiga, tidak mengurangi segala kewajiban

pihak ketiga yang bersanglmtan kepada daerah seperti pembayaran pajak dan

retribusi ctaerah serta kewajiban-kewajiban ta;nnya. /
L
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, Bftgian Kedua

Mekanis*" u""Y;; 
HT:::',":Tffi:" ;r 

Be ntuk uaa s

Pasa1 6

(1)Pene血aan dacrah dal■  sumbangan pihak lCetiga  dalarrl bentulc uang

dan/atau vmg diSttmakan dengan uang diSetor ke rekening Kas Umum Daerah

pada bank pememtdh yang dimn」 uk dan dianggap sah Sotelah kuaSa

Bendal・lara Umun Eiaeral■ inenerilna nota kredit.

(2)Pcne血aan Daerah dari sumbangan pihak ketiga yang disetor ke rekening Kas

umum Daerah Sebagaintana dirrlaksud pada ayat(1),diakulcan dengan cara:

a. d.isetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
t' b. disetor melalui bank lain, baclan, lembaga keuangan atau kantor pos oleh

pihak ketiga; atau

c. clisetor melalui bend.ahara penerimaan oleh pihak ketiga'

(3) Benclahara penerimaan wajib menyetor seluruh uang yang diterima dari

sumbanganpihakketigasebagaimanaclimaksuclpaclaayat(2)hurufc'ke
rekening kas claerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang kas tersebut

diterima.

(a)Dalamhald.aerahyarlgkarenakondisigeografisnyasulitdijangkau.dengan
komrrnikasi dan transportasi sehingga melebihl batas waktu penyetoran

sebagaimala dimaksr-rd pada ayat (3), maka rvajib disetor pada kesempatan

pertama.

Bagian Ketiga

Mekanisrne Feuerimaan sumbangan Pihak. I(etiga Dalam B entuk Barang

Fasal 7
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(1) Mekalisme penerirnaan surmbangan pifri kedga dalam Uentuk bartrng

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perunclalg-undangan ya-ng ber{akut'

(2) Pengelolaan harang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaktrkan sesuai

clengan}<etentuanperaturarrperunclang-undanganyangberlaku,

(3) pen.gad.mirristrasian penerimaan s*mbangan piirak ketiga sebagairnana

ctirnaksucl pada ayat (1) cliatur lebitr lanjut clengan Peraturan Gubernur'y'
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BAB IV

PENGADMIIISTRASIAN / PENATAUSAHAAN SIIT/IBAI{GAN PIHAK IITTIGA

Pasal 8

(1) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Alggaral, bendahara penerimaan da:r

orang ata! Badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaal

daerah hasil sumbangan pihak ketiga wajib menyelenggarakan

pengadministrasiarr ses.uai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlalnr.

(2) Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesa-hkal dokumen yang

berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan sumbangan

pihak ketiga bertanggungiawab terhaciap kebenaran material dan akibat yang

tim$ul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

(3) Bendahara penerimaan wajib menvelenggara.kan penatausahaar/

' pengadrninistrasian terhaclap seluruh penerirhaan dan penyetoran atas

penerimaan sumbangan pihak ketiga yang menjadi tanggungiawabnya.

(4) Penatar-rsahaan atas penerimaan sebagaimala dima-ksud pada ayat (L)

filaksa.nakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Besarnya srlmbangan yaig akan diberika:r oieh pihak ketiga didasarkan

l<erelaan yarrg b ersangkutan

(6) Pelgadrninistrasian penerimaas sumbangan pihak ketiga diatur lebih lanjut

dengan Peraturar: Gubernur.

Pasal 9

(1) Seluruh sumbangan pihak ketiga harus dicantumka,n dalam APBD.

(2) Sumbangan pihak ketiga sebagaimala dimaksr-rd pada ayat (1) harus

digunakarr untuk kepentingan pembanguna.n Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal■ 0

Surnbangan Pihak Ketiga. kepada Pemerintah Daerah yang sudal. dalarn tahap

komitmen sebelum berlakunya Peraturafl Daera-h ini, dilaksana-kan dengan tetap

mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun

2003 tentang Penerimaan Daerah Dari Sr-rmbr:Lr:.gan Pihak Ketiga dan Peraturan

Pelal<sanaannva. /"t
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BAB VI

KBTENTUAN PENUTUP

Pasal'Ll

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peratr-:.ran Daerah Propinsi Nusa

Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2OO3 tenta:rg Penerimaan Daerah Dari

Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2003 Nomor 294 Seri C, Nomor 006) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturran Daerah ini mulai berlakur pada tanggal d.iundangkan-

mengetahuinya, memerintahkan. pengundangan Peraturan

penempatannya diiam Lembaran Daerah Provinsi Nusa

Ditetapkan cli l(upang
pada tanggal 21 Desember 2O 1 1

β

雀

，

　

　

　

，

Agar setiap orang

Daerah ini dengan

Tenggara Timur.

つitlndangkan di Kupang

pada tangga1 21 Desember 2011

FRANSISKUS SALEM

LEMBARAN DAERAH PROⅥ NSI
NOMOR 07

NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2011
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ATAS

PERATUm_N DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

suMBttGAN PIHAK Kプ HGA XEPADA DAEmII

nuM

Su・・lbangan Pihak Ketiga melupalcan salah satu sumber penerimaan Daerah

yang p:tnsid merupahn jeniご pene五maan laln-ldn Pendapatan Asli Dacrah

yang Sah scbagailnana seCび a implisit diatur dalam Undang―
Undang Nomor 32

Talaun 2004 tentamg Pclrnc五 ntahtt Dacrah。

Pcraturan Dacrah tenttng PcnCnmaal■
Dacrah dari Sumbangan Pihak Ketiga

Kepada Daerdh ini dimaksudkan untuk menggantikan Peratul:2ビ
l Dacrah

ho・颯nSi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahtln 2003 yang pembentukannya

mengam pada Undang― Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perne五
r.tahan

Daerah yang sudtt dinyataktt ddak berlaku lagi.

Sumbangan terstbut berSifat Sukarela serta ddak men」
kat dan idalc

bertentangan dengan peraturan pertlndang―
undangan yang berlaku, baik

bert■pa uang atau vttg diSamakふ dengan itu maupun berup3 barang baik

barang bergerak maupun yang tidak bergerak.                    .

Bahr,rra sehubungan dengan hal

Peraturra:e Daerah Provinsi Nusa

Ketiga KePada Oaeraf'' /
L

tersebut di atas, maka

Tenggala Tirnur tentang

perh:. menetaPkan

Sumbangan Pihak

9
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Itr. IIASAL DTMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal.2

Huruf a
yang dimaksud dengan "sukarela" adalah tanpa paksaan baik

mengenai besarnya sumbanga.n maupun mengenai benhrk

sumbangan-

Huruf b

Cukup jelas.

Hurrrf c

CukuP jelas. (

Huruf d

ukuP jeias.

I-Iuruf e

CukurP jelas.

I{uruf f 
hrp jelas

Pasal 3

Ayat (1.)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang d.imaksud dengan'?ang disarnakan clengan ualaf adalah surat-

surat b.erharga seperti cek, wesel, giro dan lain-lain'

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Kewa,iiban-1<ewqliban yang dimaksud seperti

relribusi d.an kewajiban-kewajiban lainnya'

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jeIas.

Pasai 8

Cukup :"r^r. 
/

kewajiban membayar Pajak,

１〇

　

一



Pasa1 9

Cukup jelas.

Pasa1 10

Cukupjelas.

Pasa1 11         .

Culmp jelas.

Pasa1 12

Culmp jelas.

TAMBAHAN  LEMBARAN
TAHUN 201l NOMOR 0048

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
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